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RANCANGAN  

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR :   7 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENGELOLAAN PERIKANAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa sumberdaya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa harus 

dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dengan 
mengusahakannya secara berdayaguna dan berhasilguna serta 
memperhatikan kepentingan dan kelestariannya; 

b. bahwa dalam rangka pembangunan Daerah, sumberdaya ikan  perlu 
dikelola dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan 
pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan 
perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi 
nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan/atau para 
pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan perikanan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
tentang Pengelolaan Perikanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 
1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia                    
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 

  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN.  

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan  Daerah ini, yang dimaksud dengan  : 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

8. Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya 
mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan 
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis 
perikanan. 

9. Pengelolaan Perikanan adalah seluruh upaya termasuk proses 
yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, 
perencanaan, konsultansi, pembuatan keputusan, alokasi 
sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum, yang 
diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya 
hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 

10. Sumberdaya Ikan adalah potensi seluruh jenis ikan. 

11. Lingkungan Sumberdaya Ikan adalah perairan tempat kehidupan 
sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. 

12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari 
siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 

13. Usaha Perikanan adalah seluruh kegiatan usaha perorangan atau 
badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan, 
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, 
dan/atau mengawetkan. 

14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
penangkapan ikan. 

15. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya 
melakukan pembudidayaan ikan. 

16. Pengolahan Hasil Perikanan adalah rangkaian kegiatan dan/atau 
perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk 
konsumsi manusia dan non konsumsi. 

17. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di 
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau 
cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal. 
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18. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang 
bertujuan mencari laba atau keuntungan, yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan 
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 
yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk 
usaha tetap serta badan usaha lainnya. 

19. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah 
izin tertulis yang harus dimiliki perorangan/perusahaan perikanan 
untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana 
produksi yang tercantum dalam izin. 

20. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah 
izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 
melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari SIUP. 

21. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI 
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 
melakukan pengangkutan ikan. 

22. Surat Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SIPBI 
adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan, korporasi atau 
perusahaan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan di 
perairan umum daratan lintas Kabupaten dan di laut kewenangan 
Provinsi. 

23. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang 
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung 
operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan 
ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan 
penelitian/eksplorasi perikanan. 

24. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah 
upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak 
praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran untuk 
memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi 
kesehatan manusia. 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS 

Bagian Kesatu 

Maksud dan Tujuan  

Pasal 2 

Pengelolaan perikanan dimaksudkan untuk menjamin 
terselenggaranya pengelolaan sumberdaya ikan secara optimal, 
berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di Daerah. 

 

Pasal 3 

Pengelolaan perikanan bertujuan untuk : 

a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan 
skala kecil; 

b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja; 

c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; 

d. mengoptimalkan sumberdaya ikan; 

e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing; 
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f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan 
ikan untuk konsumsi dan non konsumsi; 

g. mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan 
ikan, dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal; dan 

h. menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan lahan pembudidayaan 
ikan. 

 

Bagian Kedua 

Asas 

Pasal 4 

Penyelenggaraan pengelolaan perikanan berdasarkan : 

a. asas manfaat; 

b. asas keadilan; 

c. asas kebersamaan; 

d. asas kemitraan; 

e. asas kemandirian; 

f. asas pemerataan; 

g. asas keterpaduan; 

h. asas keterbukaan; 

i. asas akuntabilitas; 

j. asas efisiensi;  

k. asas kelestarian; 

l. asas pembangunan yang berkelanjutan; dan 

m. asas desentralisasi. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP  

Pasal 5 

Ruang lingkup pengelolaan perikanan meliputi : 

a. rencana pengelolaan perikanan; 

b. perikanan tangkap; 

c. perikanan budidaya; 

d. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;  

e. usaha perikanan; 

f. sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;  

g. perizinan usaha perikanan; dan 

h. pemberdayaan masyarakat. 

 

BAB IV 

PERENCANAAN  

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan perikanan 
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan 
dokumen perencanaan Daerah. 

(2) Rencana pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi : 
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